
a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, perlu adanya standar harga satuan

setiap unit barangj jasa di Pemerintah Kota Banjarmasin;

b. bahwa untuk menindaklanjuti dan mengakomodir

beberapa usulan penyesuaian tentang Standar Satuan

Harga Barang dan Jasa dari beberapa Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPO) perlu dilakukan perubahan

atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2020 tentang

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota

Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

dengan Peraturan Wali Kota tentang perubahan atas

Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2020 tentang

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota

Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

WALl KOTA BANJARMASIN,

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA

Menimbang

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALl KOTABANJARMASIN NOMOR

90 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUANHARGA BARANG DAN JASA

KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN2021

TENTANG

PERATURANWALl KOTABANJARMASIN
NOMOR 74 TAHUN 2021

WALl KOTABANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN



1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor5679);

Mengingat



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5155);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kcdefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

2014 tentangTahun6. Undang-Undang Nomor 23



PERATURANWALl KOTATENTANGPERUBAHANKETIGA

ATASPERATURANWALl KOTABANJARMASINNOMOR90

TAHUN2020 TENTANGSTANDARSATUANHARGABARANG
DANJASAKOTABANJARMASINTAHUNANGGARAN2021

MEMUTUSKAN:

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (8erita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 926);

13. Peraturan Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

14. Peraturan Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);

Menetapkan



BERITADAERAHKOTABANJARMASINTAHUN2021 NOMOR

-8001TO --

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAHKOTABANJARMASIN,

IBNU SINA

WAll KOTA BANJARMASIN,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

penempatannya dalarn Berita Daerah Kota Banjarmasin.

denganKota miWaliPeraturanpengundangan

memerintahkansetiap orang mengetahuinya,Agar

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Pasal 1

Ketentuan Larnpiran dalam Peraturan Wali Kota

Banjarmasin Nomor 90 Tahun 2020 tentang Standar Satuan

Harga Barang dan Jasa Kola Banjarmasin Tahun Anggaran

2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor

90), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalarn

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.


